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Lampiran |
PEDOMAN WAWANCARA
1. Identitas Informan
Nama
Jenis Kelamin :
Pekerjaan

Pertanyaan Wawancara kepada Kepala Seksi Penataan Lingkungan Permukiman,

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pontianak.

1. Kekuatan (strength) apa saja yang dimiliki Dinas Perumahan Rakyat dan

Kawasan Permukiman dalam menangani permukiman kumuh ?

2. Strategi apa saja yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan

Kawasan Permukiman dalam menangani permukiman kumuh ?

3. Apa kelemahan (weakness) yang dimiliki Dinas Perumahan Rakyat dan

Kawasan Permukiman dalam menangani permukiman kumuh ?

4. Peluang (opportunities) apa yang dimiliki Dinas Perumahan Rakyat dan

Kawasan Permukiman dalam menangani permukiman kumuh ?

5. Apa ancaman (threats) yang dimiliki Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman dalam menangani permukiman kumuh ?
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6. Bagaimana Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam

melakukan penataan lingkungan permukiman ?

Pertanyaan Wawancara kepada Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Permukiman,

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pontianak.

1. Kekuatan (strength) apa saja yang dimiliki Dinas Perumahan Rakyat dan

Kawasan Permukiman dalam menangani permukiman kumuh ?

2. Strategi apa saja yang sudah dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan

Kawasan Permukiman dalam menangani permukiman kumuh ?

3. Apa kelemahan (weakness) yang dimiliki Dinas Perumahan Rakyat dan

Kawasan Permukiman dalam menangani permukiman kumuh ?

4. Peluang (opportunities) apa yang dimiliki Dinas Perumahan Rakyat dan

Kawasan Permukiman dalam menangani permukiman kumuh ?

5. Apa ancaman (threats) yang dimiliki Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman dalam menangani permukiman kumuh ?

6. Bagaimana Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam

meningkatkan kualitas permukiman ?

Pertanyaan Wawancara kepada Sekretaris Kelurahan Sungai Jawi Luar

1. Bagaimana strategi Pemerintah dalam menangani permukiman kumuh di

Kelurahan Sungai Jawi Luar ?
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2. Apa saja program dan kegiatan yang dilakukan Pemerintah dalam menangani

permukiman kumuh di Kelurahan Sungai JawilLuar ?

Pertanyaan Wawancara kepada Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
Kelurahan Sungai JawilLuar dan juga sebagai Sekretaris Badan Keswadayaan

Masyarakat.

1. Strategi apa saja yang sudah dilaksanakan dalam menangani permukiman

kumuh di Kelurahan Sungai Jawi Luar ?

2. Apa kelemahan (weakness) dalam menangani permukiman kumuh di

Kelurahan Sungai Jawi Luar?

3. Peluang (opportunities) apa saja yang terjadi dalam menangani permukiman

kumuh di Kelurahan Sungai Jawi Luar ?

4. Apa ancaman (threats) yang terjadi dalam menangani permukiman kumuh ?
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Lampiran Il

PEDOMAN OBSERVASI

1. Hari/Tanggal
2. Tempat Penelitian

Dalam pendataan (observasi) yang dilakukan adalah mengamati
lingkungan permukiman kumuh di Kelurahan Sungai Jawi Luar. Aspek yang
diamati lingkungan permukiman dan perumahan warga di Kelurahan Sungai Jawi

Luar.
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Lampiran 11l

DOKUMEN
1. Keputusan Walikota Pontianak Nomor 890/D-PRKP/Tahun 2019 tentang
Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota

Pontianak tahun 2020.

2. Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kota Pontianak Tahun 2020-2024.
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L SALINAN

WALIKOTA PONTIANAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PONTIANAK
NOMOR 867/D-PRKP/TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

-

Menimbang

Mengingat

DI KOTA PONTIANAK TAHUN 2019

WALIKOTA PONTIANAK,

. bahwa penentuan kawasan permukiman kumuh di Kota

Pontianak dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa
faktor yaitu tingkat kepadatan penduduk, tingkat kepadatan
rumah, jumlah kepala keluarga miskin pada areal kumuh dan
kondisi persebaran lokasi kumuh;

. bahwa sehubungan dengan pelaksanaan Kegiatan Perbaikan

Lingkungan Permukiman Kumuh Tahun Anggaran 2018, maka
luas kawasan kumuh di Kota Pontianak telah mengalami
pengurangan;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, maka Penetapan Lokasi Perumahan
Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Pontianak Tahun
2019, perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah
Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan
Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3886);




SALINAN

WALIKOTA PONTIANAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PONTIANAK
NOMOR 1063.1/D-PRKP/TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

Menimbang

Mengingat

DI KOTA PONTIANAK TAHUN 2020

WALIKOTA PONTIANAK

. bahwa setiap orang berhak untuk bertempat tinggal dan

mendapatkan lingkungan hidup yang laik dan sehat;

- bahwa penyelenggaraan peningkatan kualitas Perumahan

Kumuh dan Permukiman Kumuh merupakan tanggung jawab
pemerintah kota Pontianak berdasarkan penetapan lokasi
Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang didahului
proses pendataan;

. bahwa berdasarkan Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman,
penetapan lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

wajib dilakukan pemerintah daerah dengan melibatkan peran
masyarakat;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan

keputusan Walikota tentang Penetapan Lokasi Perumahan
Kumuh dan Permukiman Kumuh;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965
tentang Pembentukan Daerah Tingkat Il Tanah Laut, Daerah
Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan
Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
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DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama

NIM

JenisKelamin
Tempat/Tanggal Lahir
Agama

Status

Alamat

No HP/WA

Email

Riwayat Pendidikan

: Rahmawati Panglipunengtyas

: E1032161042

: Perempuan

: Pontianak/ 17 Maret 1998

> Islam

: Belum Menikah

. JI. Imam Bonjol Gang Tanjung Sari Kiri
: 089607453617

. rahmawatz98 @gmail.com

a. SD Swasta Pertiwi Kota Pontianak Lulus Tahun 2010
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12.

13.

14.

b. SMP Negeri 11 Kota Pontianak Lulus Tahun 2013
¢. SMA Swasta Muhammadiyah 1 Kota Pontianak Tahun 2016

d. Terdaftar di Fakultas llmu Sosial dan IImu Politik Universitas

Tanjungpura Pontianak Tahun 2016
Nama Orang Tua
a. Ayah : Alm. Adi Purnomo
b. Ibu : Sulistinah

Pekerjaan Orang Tua
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a. Ayah -

b. Ibu - Ibu Rumah Tangga

Alamat Orang Tua : JI. Imam Bonjol Gang Tanjung Sari Kiri
Nama Saudara Kandung : Lingga Putri Aralis

Lampiran IV
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